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Abstrak 

Transformasi digital telah menjadi pilar utama modernisasi sektor publik, mendorong efisiensi, transparansi, dan peningkatan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam konteks lembaga perlindungan perempuan dan anak, transformasi 

digital menghadapi tantangan unik akibat kompleksitas layanan yang bersifat sensitif dan berbasis interaksi sosial. Kurangnya 

kajian mendalam yang mengaitkan kesiapan sumber daya manusia dengan keberhasilan adopsi digital dalam pelayanan sosial 

publik menunjukkan adanya celah pengetahuan yang perlu dijembatani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil analisis tematik 

menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM, khususnya dalam hal literasi 

digital, kepemimpinan transformasional, serta infrastruktur pendukung. Penelitian ini memberikan implikasi praktis berupa 

perlunya penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis kebutuhan dan penyesuaian kebijakan internal guna 

memastikan keberlanjutan inovasi digital dalam pelayanan sosial. Selain itu, secara teoretis, studi ini memberikan kontribusi 

dalam memperluas cakupan teori kesiapan teknologi dan manajemen perubahan organisasi pada sektor layanan publik 

berbasis kesejahteraan sosial. 

Kata kunci: Digitalisasi Pelayanan Publik; Kesiapan SDM; Layanan Perlindungan; Manajemen Perubahan; Transformasi 

Digital 

1. Pendahuluan  

Transformasi digital telah menjadi arus utama dalam reformasi pelayanan publik di berbagai belahan dunia, 

mendorong negara-negara untuk memperbarui pendekatan birokrasi tradisional dengan sistem berbasis 

teknologi(R. Abbasi et al., 2022; Abu-Shanab & Abu Shanab, 2022; Ahmad & Sultan, 2021). Berbagai studi 

melaporkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi prosedural, memperluas akses layanan, serta 

memperkuat transparansi administrasi publik (Arayankalam et al., 2021; Dhaoui, 2022; Hartanto et al., 2021; 

Hooda et al., 2022). Penerapan teknologi seperti e-government, cloud computing, dan sistem daring telah 

mempercepat proses pengambilan keputusan dan pengelolaan data, memberikan dampak nyata terhadap kinerja 

pelayanan publik. Namun, manfaat tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup dimensi sosial 

seperti peningkatan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Keterkaitan erat antara digitalisasi dan kualitas 

layanan menjadikan isu ini sangat relevan bagi unit-unit pelayanan sensitif seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), di mana efisiensi harus sejalan dengan aspek humanistik 

pelayanan(Appio et al., 2021; Bresciani et al., 2021; Chawla & Goyal, 2022). 

Meskipun kemajuan teknologi telah membuka peluang baru dalam pengelolaan pelayanan publik, literatur 

menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya sekadar soal adopsi perangkat keras dan lunak, melainkan 

juga melibatkan pergeseran budaya organisasi dan dinamika interpersonal di lingkungan birokrasi (S. Abbasi et 

al., 2021a, 2021b; Al Shaer et al., 2023; Al-Haraisa, 2022). Kesiapan organisasi untuk mengadopsi teknologi 

dipengaruhi oleh struktur SOP, pelatihan SDM, serta keselarasan nilai antara inovasi dan praktik kerja. Model 

konseptual yang mencakup kesiapan teknologi, budaya, dan manusia menunjukkan bahwa hambatan utama 

seringkali bukan pada teknologi itu sendiri, tetapi pada resistensi budaya dan keterbatasan kompetensi individu. 

Dalam konteks Indonesia, ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal menambah 

kompleksitas proses digitalisasi, terlebih di sektor yang menuntut sensitivitas tinggi seperti perlindungan 

perempuan dan anak(Ashok et al., 2021; Bonollo, 2023; Brandt et al., 2021). 
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Kesenjangan infrastruktur dan literasi digital antarwilayah memperparah tantangan dalam merealisasikan agenda 

transformasi digital yang merata. Di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara, disparitas dalam ketersediaan 

perangkat dan jaringan internet berdampak langsung pada efektivitas layanan publik digital(Aleksandrova et al., 

2022; Al-Shameri et al., 2024; Anggraini & Handayani, 2021; Asraf et al., 2025). Studi mengenai kesiapan digital 

di pemerintahan menunjukkan bahwa proyek-proyek digitalisasi seringkali gagal mencapai target karena 

perbedaan tingkat kesiapan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia (Hameduddin & Engbers, 2022). Hal 

ini menjadi lebih kompleks di unit layanan seperti UPTD PPA, yang melayani kelompok rentan dan membutuhkan 

pendekatan personal, sehingga kendala teknologi bisa berujung pada terhambatnya pemenuhan hak dasar warga. 

Oleh karena itu, penelitian ini perlu memperdalam pemahaman mengenai bagaimana kondisi lokal mempengaruhi 

kesiapan digital di sektor layanan publik yang sensitif. 

Sektor perlindungan perempuan dan anak membawa dimensi unik dalam diskusi transformasi digital karena jenis 

layanannya sangat bergantung pada relasi emosional, privasi, dan kepercayaan. Penelitian (Odunjo-Saka et al., 

2023) menunjukkan bahwa teknologi hanya dapat berfungsi optimal bila dirancang secara responsif terhadap 

kebutuhan pengguna, termasuk perlindungan data dan kenyamanan psikologis. Dalam konteks lokal, norma sosial 

dan kesenjangan gender dalam akses teknologi menjadi tantangan tersendiri(Abu-Shanab & Abu Shanab, 2022; 

Fortun, 2024; Okunogbe & Pouliquen, 2022). Gender digital divide tidak hanya berkaitan dengan perangkat dan 

konektivitas, tetapi juga dengan persepsi dan penerimaan perempuan terhadap layanan digital. Maka dari itu, 

penting untuk mengintegrasikan pendekatan sensitif gender dalam menilai kesiapan dan keberhasilan transformasi 

digital di UPTD PPA. 

Komponen teknologi dan regulasi menjadi dua sisi penting yang harus diperhatikan secara bersamaan dalam proses 

digitalisasi layanan publik. Banyak penelitian menyebutkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat 

ditentukan oleh keandalan sistem dan kualitas kebijakan yang. Kebijakan lokal yang belum merinci standar teknis, 

interoperabilitas sistem, dan mekanisme pelaporan kasus secara digital menyebabkan kebingungan di tingkat 

pelaksana. Dalam beberapa konteks Asia Tenggara, kelemahan koordinasi antarunit dan minimnya standar 

operasional telah memperburuk implementasi digitalisasi(Oztimurlenk, 2020; Suhairy et al., 2022; Xue et al., 

2024). UPTD PPA menghadapi risiko yang serupa ketika tidak ada panduan yang jelas mengenai pengelolaan 

data, alur pelaporan, dan keamanan sistem digital. 

Di sisi lain, kesiapan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi faktor penentu dalam keberhasilan adopsi 

teknologi di sektor publik. Meskipun terdapat kebijakan pelatihan digital, studi-studi menunjukkan bahwa 

pelaksanaannya belum merata dan seringkali tidak menjawab kebutuhan spesifik pegawai(Felício et al., 2021; 

Kalogiannidis, 2021; Orlova et al., 2023). Kesenjangan ini tampak jelas dalam laporan-laporan empiris yang 

menyebut rendahnya tingkat literasi digital pegawai serta kurangnya fleksibilitas pelatihan untuk menyesuaikan 

dengan konteks lokal. Aspek ini sangat penting dalam pelayanan berbasis kepercayaan seperti UPTD PPA, di 

mana sikap adaptif dan empatik dari pelaksana layanan harus didukung oleh kemampuan digital yang memadai. 

Ketidaksiapan SDM dalam mengelola sistem digital dapat mengancam keberlanjutan layanan serta kepercayaan 

masyarakat terhadap institusi pemerintah(Abbas et al., 2023). 

Mengacu pada berbagai tantangan tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu masih kurang memberi ruang bagi 

eksplorasi mendalam atas pengalaman pengguna dan pelaksana layanan di lapangan, terutama di wilayah dengan 

karakteristik geografis dan sosial yang khas seperti Sulawesi Tenggara. Elemen-elemen penting seperti persepsi 

terhadap sistem digital, hambatan praktis dalam penggunaan aplikasi, serta respon emosional pengguna layanan 

kerap luput dalam penelitian kuantitatif atau survei skala besar. Dengan demikian, diperlukan pendekatan kualitatif 

yang mampu menangkap kompleksitas transformasi digital di UPTD PPA secara holistik dan kontekstual. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika implementasi transformasi digital di 

sektor perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada kesiapan SDM, tantangan 

teknologi dan kebijakan, serta persepsi pengguna dan pelaksana layanan. Diharapkan hasil studi ini dapat 

berkontribusi dalam merancang model transformasi digital yang relevan, adaptif, dan berbasis pada realitas 

lapangan di sektor pelayanan publik yang sensitif. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Fokus penelitian 

diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap proses transformasi digital dan kesiapan sumber daya manusia 

dalam konteks pelayanan publik di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara. Desain 

ini dipilih untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman informan yang terlibat langsung dalam implementasi 
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sistem digital. Penelitian difokuskan pada satu lokasi studi guna memperoleh deskripsi yang kontekstual dan 

komprehensif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan member checking secara 

berjenjang(Achtenhagen & Cestino, 2020; Américo et al., 2022). 

Data dikumpulkan dari tujuh kategori informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan 

keterlibatan dan pengetahuannya terhadap topik penelitian. Informan terdiri atas Kepala UPTD PPA, Kepala 

Subbagian Tata Usaha, Staf Pelaksana Layanan, Operator Sistem Digital, Perwakilan Dinas PPPA Provinsi, 

Penerima Layanan, serta Akademisi yang relevan. Setiap informan diwawancarai secara mendalam untuk 

memperoleh informasi yang autentik dan reflektif. Kriteria inklusi ditetapkan berdasarkan pengalaman kerja, 

jabatan, serta keterlibatan langsung dalam transformasi digital di UPTD tersebut. Jumlah informan disesuaikan 

hingga data mencapai titik kejenuhan (saturation point). 

Instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan tujuan 

penelitian dan telaah pustaka(Gava et al., 2022). Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dan dicatat 

menggunakan alat perekam suara dengan persetujuan informan. Setelah data terkumpul, transkrip wawancara 

disusun dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Data kemudian direduksi, dikategorisasi, dan 

diinterpretasi melalui tahapan analisis interaktif. Seluruh prosedur dilakukan dengan menjunjung prinsip etika 

penelitian, termasuk informed consent, anonimitas, dan kerahasiaan informasi informan. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Hasil Penelitian 

Transformasi digital dalam pelayanan publik di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi 

Sulawesi Tenggara dipahami oleh pihak manajemen sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi dan 

akuntabilitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Proses ini tidak hanya mencakup digitalisasi 

dokumen dan sistem pelaporan, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma pelayanan menuju pendekatan 

berbasis data dan integrasi lintas sektor. Kepala UPTD PPA menekankan bahwa transformasi digital 

memungkinkan percepatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama melalui sistem 

pelacakan yang terkoneksi antarlembaga. Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada 

kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah 

disparitas kompetensi digital antarsumber daya manusia, serta keterbatasan infrastruktur jaringan di beberapa 

wilayah layanan. 

Staf pelaksana layanan di UPTD PPA mengungkapkan bahwa penggunaan sistem digital dalam praktik kerja 

sehari-hari membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja mereka. Digitalisasi data klien dan sistem 

pelaporan harian memungkinkan proses kerja yang lebih cepat dan terdokumentasi secara sistematis. Meskipun 

demikian, sebagian staf mengalami kendala adaptasi, terutama dalam memahami fitur-fitur teknis dan penggunaan 

perangkat lunak yang terus diperbarui. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti perangkat komputer dan koneksi 

internet yang tidak stabil turut memengaruhi efektivitas implementasi sistem digital. Walaupun demikian, staf 

merespons positif dorongan pimpinan untuk terus belajar, meski mengakui bahwa waktu pelatihan yang disediakan 

masih belum memadai untuk meningkatkan kompetensi secara menyeluruh. Fakta ini menunjukkan adanya 

kebutuhan mendesak akan program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dan terstruktur. 

Pada sisi administratif, Kepala Subbagian Tata Usaha menjelaskan bahwa transformasi digital telah mengubah 

mekanisme pelaporan dan pengarsipan menjadi lebih efisien dan transparan. Seluruh proses pelaporan kini 

dilakukan melalui aplikasi berbasis cloud yang memudahkan pelacakan progres penanganan kasus serta integrasi 

dengan sistem pelaporan di tingkat provinsi. Setiap staf diwajibkan menginput data secara tepat waktu dan lengkap 

ke dalam sistem, sebagai bagian dari prosedur kerja baru yang berlaku pasca transformasi digital. Meskipun terjadi 

peningkatan efisiensi, proses adaptasi terhadap sistem digital masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal 

keterampilan teknis SDM dan konsistensi dalam penerapan standar operasional prosedur. Evaluasi kinerja pegawai 

kini turut mempertimbangkan kualitas dan ketepatan input data digital, menjadikan literasi digital sebagai indikator 

penting dalam penilaian kinerja di lingkungan kerja tersebut. 

Dari sisi teknis, operator sistem digital menyampaikan bahwa UPTD PPA menggunakan sistem berbasis web 

untuk manajemen kasus dan laporan bulanan yang telah terkoneksi dengan Dinas PPPA Provinsi. Selain itu, 

komunikasi internal antarpegawai didukung melalui platform digital seperti grup pesan instan dan surat elektronik. 

Operator mengakui bahwa pelatihan teknis masih terbatas dan bersifat insidental, sehingga tidak semua pegawai 

dapat mengikuti perkembangan fitur baru yang ditambahkan dalam sistem. Permasalahan teknis yang paling sering 
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muncul adalah lambatnya koneksi internet dan keluhan terkait akses pengguna, seperti lupa kata sandi atau 

kesalahan input data. Selain itu, integrasi sistem antarbagian belum sepenuhnya optimal, mengakibatkan data 

layanan konseling, hukum, dan psikologi masih terpisah dalam beberapa sistem berbeda. 

Dari perspektif pembina kebijakan, perwakilan Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa 

digitalisasi layanan merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di seluruh wilayah 

provinsi. Penerapan sistem pelaporan berbasis waktu nyata (real-time) ditargetkan dapat meningkatkan kecepatan 

respons, akurasi data, dan akuntabilitas pelayanan publik di sektor perlindungan perempuan dan anak. Indikator 

keberhasilan transformasi digital ditetapkan melalui evaluasi terhadap kecepatan penanganan laporan kekerasan, 

keterpaduan data antarunit, serta kepatuhan terhadap standar prosedur digitalisasi. Untuk mendukung proses ini, 

Dinas PPPA rutin melakukan pemantauan dan pelatihan kepada UPTD di bawah koordinasinya, meskipun diakui 

bahwa masih diperlukan penguatan sumber daya dan anggaran agar pelatihan dapat menjangkau seluruh unit 

secara menyeluruh. 

Dari sisi penerima layanan, yang menjadi bagian penting dalam perspektif pengguna sistem, diketahui bahwa 

keberadaan sistem digital memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan mendapatkan layanan, terutama 

dalam aspek kecepatan dan kemudahan akses informasi. Namun demikian, sebagian penerima layanan 

menyampaikan bahwa mereka lebih nyaman melakukan pelaporan secara langsung karena keterbatasan 

pemahaman terhadap teknologi digital. Dalam beberapa kasus, mereka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk 

mengisi formulir daring atau mengakses layanan berbasis digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem 

digital telah diterapkan, pendekatan tatap muka dan dukungan berbasis manusia tetap dibutuhkan dalam konteks 

layanan yang bersifat sensitif dan personal seperti perlindungan perempuan dan anak. 

Sebagai bagian dari triangulasi akademik, seorang pakar dari kalangan akademisi menyatakan bahwa kesiapan 

sumber daya manusia di sektor publik menghadapi tantangan besar dalam proses transformasi digital, khususnya 

di daerah dengan infrastruktur terbatas. Diperlukan pendekatan pelatihan yang berbasis kebutuhan nyata di 

lapangan, bukan sekadar formalitas administratif. Strategi pengelolaan SDM yang dinilai paling efektif untuk 

mendukung keberhasilan transformasi digital adalah kombinasi antara peningkatan literasi digital, pelatihan teknis 

kontekstual, serta penerapan sistem penghargaan dan evaluasi kinerja berbasis capaian digital. Temuan ini 

menegaskan pentingnya reformasi manajemen sumber daya manusia yang adaptif dan responsif terhadap dinamika 

teknologi di sektor layanan publik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sulawesi Tenggara telah memasuki tahap implementasi awal yang 

ditandai dengan digitalisasi sistem pelaporan kasus, pemanfaatan aplikasi berbasis web, serta penggunaan 

komunikasi internal berbasis platform digital. Namun demikian, kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung 

transformasi ini masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Sebagian staf pelaksana layanan, 

terutama yang berusia lebih muda, menunjukkan adaptabilitas yang lebih tinggi terhadap penggunaan teknologi. 

Sementara itu, staf yang telah lama bekerja cenderung mengalami kesulitan dalam memahami sistem baru, 

khususnya dalam pengoperasian aplikasi berbasis daring. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan 

pendekatan pelatihan yang terpersonalisasi dan berkelanjutan, agar seluruh pegawai dapat memiliki kapasitas 

digital yang merata untuk mendukung keberhasilan transformasi sistem pelayanan. 

Tabel 1. Pemetaan Kesiapan SDM dalam Mendukung Transformasi Digital UPTD PPA 

Kategori Informan 
Kesiapan 

Digital 
Kendala Utama Dukungan yang Dibutuhkan 

Kepala UPTD Tinggi Kesenjangan adaptasi antarpersonel 
Anggaran pelatihan, penguatan 

infrastruktur 

Kepala Subbag 

TU/Admin 
Sedang 

Tekanan input data harian, evaluasi 

kinerja baru 
Pelatihan teknis lanjutan 

Staf Pelaksana 

Layanan 
Variatif 

Koneksi lambat, keterbatasan 

perangkat, adaptasi 
Bimbingan teknis rutin 

Operator IT Tinggi 
Gangguan sistem, kurangnya pelatihan 

staf non-IT 

Integrasi sistem, SOP pelaporan 

terpadu 

Dinas PPPA Provinsi Tinggi 
Dukungan anggaran dan sumber daya 

terbatas 
Sinergi lintas-instansi 

Hasil Olah Data tahun 2025 
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Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun pimpinan dan operator memiliki kesiapan digital tinggi, staf pelaksana 

dan admin masih membutuhkan pendampingan khusus untuk mencapai kesiapan yang setara. Ketidakseimbangan 

ini berpotensi memperlambat proses digitalisasi secara keseluruhan jika tidak segera ditangani. 

Salah satu temuan yang tidak terduga dalam penelitian ini adalah preferensi korban terhadap pendekatan layanan 

tatap muka meskipun sistem digital telah diterapkan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan penerima layanan, 

yang mengaku lebih nyaman berbicara langsung dengan petugas dibanding menggunakan formulir daring. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam konteks layanan sosial yang bersifat sensitif seperti perlindungan 

terhadap perempuan dan anak, teknologi tidak sepenuhnya dapat menggantikan pendekatan berbasis empati dan 

interaksi manusia. Temuan ini menjadi refleksi penting bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya 

ditentukan oleh kesiapan teknis SDM, tetapi juga oleh kesesuaian antara teknologi dan kebutuhan psikososial 

penerima layanan. Oleh karena itu, strategi transformasi digital perlu mengedepankan pendekatan hybrid yang 

mengintegrasikan sistem digital dan layanan berbasis interaksi langsung. 

Sebagai bentuk representasi gambar terhadap temuan ini, berikut Model Integratif Transformasi Digital UPTD 

PPA yang menggabungkan elemen kesiapan SDM, sistem teknologi, dan kebutuhan psikososial pengguna: 

 
 

Gambar 1. Model Integratif Transformasi Digital UPTD PPA 

Model ini menggambarkan bahwa transformasi digital yang efektif tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan 

kebijakan, tetapi juga pada kemampuan SDM dalam menyeimbangkan antara sistem digital dan pendekatan 

humanis dalam pelayanan. Elemen pendekatan hybrid menjadi kunci untuk menjembatani kebutuhan korban 

dengan sistem yang dibangun secara digital. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital di UPTD PPA Sulawesi Tenggara dipahami sebagai langkah 

strategis untuk mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan integrasi pelaporan antarunit. Hal ini sejalan dengan studi 

internasional seperti "Digital Transformation of the Government" yang menunjukkan bahwa penerapan e-

government mampu meningkatkan transparansi layanan publik, walaupun keberhasilannya sangat bergantung 

pada kesiapan lokal(Tangi et al., 2021; Toshkov et al., 2022; Wati et al., 2023). Di UPTD PPA, transformasi ini 

tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga merefleksikan upaya reformasi kelembagaan yang menyeluruh. 

Temuan ini memperkuat urgensi pemetaan kondisi aktual di tingkat daerah agar kebijakan digital tidak bersifat 

generik. 

Lebih lanjut, ketimpangan kompetensi digital antarpegawai menjadi hambatan utama yang menghambat 

keberhasilan implementasi sistem digital(Aleksandrova et al., 2022; Al-Shameri et al., 2024; Brunetti et al., 2023; 

Lähteenmäki et al., 2022). Penelitian ini menemukan bahwa staf dengan usia dan latar belakang teknologi yang 

berbeda menunjukkan tingkat adopsi yang tidak seragam, yang berdampak pada kualitas pelayanan. Fenomena ini 

juga diungkap dalam "Models of Digital Transformation in the Public Sector" yang menyebut bahwa readiness 
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manusia menjadi kunci penting dalam adopsi teknologi(Ashok et al., 2021; Bonollo, 2023; Felício et al., 2021; 

Kalogiannidis, 2021). Dalam konteks Sulawesi Tenggara, ketimpangan ini diperparah oleh minimnya pelatihan 

yang berkelanjutan dan kurangnya fasilitas pendukung, yang membuat kebijakan digital sulit diinternalisasi secara 

menyeluruh. 

Selain kesiapan SDM, infrastruktur digital seperti koneksi internet dan perangkat keras juga menjadi isu kritis 

yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Gangguan teknis yang sering terjadi serta sistem antarunit yang tidak 

terintegrasi secara optimal menciptakan hambatan operasional yang sistemik. (Brandt et al., 2021) dan laporan 

ERIA menegaskan bahwa daerah dengan keterbatasan infrastruktur cenderung gagal dalam implementasi 

digitalisasi secara komprehensif. Dalam konteks UPTD PPA, hambatan ini berdampak langsung terhadap 

kecepatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. 

Menariknya, preferensi pengguna layanan terhadap interaksi tatap muka tetap tinggi meskipun fasilitas digital 

telah tersedia. Temuan ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya dari 

sisi adopsi teknologi, tetapi juga dari aspek kepercayaan, kenyamanan psikologis, dan keamanan data. (Amirian 

et al., 2023; Bullough et al., 2022; Lunardon et al., 2024)Literatur UNICEF dan OECD menekankan pentingnya 

mempertimbangkan gender digital divide dan sensitivitas layanan dalam desain sistem digital. Oleh karena itu, 

pendekatan digital di sektor perlindungan perempuan dan anak harus mengutamakan prinsip humanis dan etika 

perlindungan pengguna. 

Dalam hal evaluasi kinerja, penelitian ini menemukan bahwa indikator penilaian kini mulai mengakomodasi 

kualitas input data digital sebagai ukuran utama. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma penilaian dari 

sekadar output administratif menuju kualitas kontribusi digital. Studi Novianto (2023) dan Gantika (2025) juga 

menyebut perlunya adaptasi indikator kinerja dalam era digital. Namun, tanpa pelatihan kontekstual dan budaya 

organisasi yang mendukung inovasi, indikator baru ini hanya akan menjadi formalitas administratif yang sulit 

dijalankan di lapangan. 

Penelitian ini juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi pelatihan digital, di mana pelaksana layanan, 

khususnya pegawai lama, merasa kesulitan mengikuti perubahan sistem. Data lapangan menunjukkan bahwa 

pelatihan masih bersifat insidental dan tidak menjangkau semua lapisan pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa 

readiness tidak cukup dijawab dengan kebijakan, melainkan harus disertai dengan strategi implementasi yang 

inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu. Temuan ini memperluas hasil studi (Al-Shameri et al., 2024; 

Prentice et al., 2020) yang menggarisbawahi pentingnya desain pelatihan digital berbasis konteks lokal. 

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, sensitivitas layanan menjadi faktor penentu dalam desain 

transformasi digital. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengguna layanan sering kali membutuhkan pendamping 

dalam mengakses sistem digital, atau bahkan lebih memilih pelayanan langsung karena merasa lebih aman dan 

nyaman. Temuan ini memperkuat argumen Milkaite et al. (2021) bahwa teknologi tidak bisa menggantikan seluruh 

fungsi layanan publik, terutama pada konteks emosional dan trauma. Oleh karena itu, model layanan hybrid 

menjadi alternatif yang relevan untuk menjawab tantangan ini(Li et al., 2022). 

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada perluasan model readiness digital dengan memasukkan dimensi 

psikososial dan konteks lokal(Fossen & Sorgner, 2021; Veit & Thatcher, 2023). Model seperti TOE atau Digital 

Readiness yang selama ini fokus pada aspek teknologi dan organisasi, perlu diperluas dengan memperhatikan 

pengalaman pengguna, resistensi sosial, serta kesenjangan keterampilan personal. Dalam hal ini, penelitian ini 

tidak hanya mengonfirmasi teori yang ada, tetapi juga memberikan usulan modifikasi model berdasarkan realitas 

lapangan. 

Implikasi praktis dari temuan ini mendorong perumusan kebijakan pelatihan SDM yang berbasis segmentasi 

demografis dan kebutuhan kontekstual. Selain itu, penguatan infrastruktur digital menjadi keharusan di wilayah-

wilayah layanan dengan keterbatasan akses. UPTD PPA dan instansi terkait juga perlu mengembangkan SOP 

digital yang adaptif serta menetapkan mekanisme evaluasi berbasis data yang terintegrasi. Terpenting, pendekatan 

kebijakan harus melibatkan perspektif pelaksana dan pengguna layanan agar desain sistem digital bersifat 

partisipatif dan responsif terhadap kenyataan lokal. 

Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan yang mengeksplorasi dinamika transformasi digital dalam 

konteks sektor sosial lainnya, seperti layanan disabilitas, perlindungan anak berkebutuhan khusus, dan layanan 

kesehatan komunitas. Pendekatan kualitatif berbasis pengalaman langsung tetap menjadi metode yang kuat dalam 
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mengungkap lapisan-lapisan realitas yang tidak dapat ditangkap oleh survei konvensional. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan, tetapi juga memperkaya 

khazanah teoritik dalam studi transformasi digital yang berbasis nilai dan kepekaan sosial. 

4. Kesimpulan 

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya pada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Sulawesi Tenggara, masih menghadapi 

tantangan fundamental. Hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta resistensi 

budaya kerja mengakibatkan implementasi digitalisasi belum optimal. Meskipun terdapat beberapa inisiatif 

berbasis teknologi, ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kesiapan teknis di tingkat daerah tetap menjadi 

kendala utama. Temuan paling krusial adalah bahwa kesiapan sumber daya manusia—yang mencakup kompetensi 

digital, dukungan kepemimpinan, dan sistem pendampingan internal—merupakan determinan keberhasilan 

transformasi digital di sektor layanan sosial yang sensitive. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya literatur 

manajemen sumber daya manusia publik dan teori kesiapan teknologi dengan menghadirkan perspektif lokal yang 

kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian memberikan arahan bagi pemerintah daerah untuk merancang program 

pelatihan berbasis kebutuhan, mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran, serta membangun sistem 

monitoring berbasis teknologi yang adaptif. Temuan ini juga relevan bagi lembaga swadaya masyarakat dan mitra 

pembangunan yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, terutama dalam menghadirkan model 

pelayanan yang human-centered di tengah proses digitalisasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

menjawab gap akademik, tetapi juga menghadirkan kontribusi langsung pada perumusan kebijakan daerah. 

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup informan yang masih 

terbatas pada aktor internal serta cakupan wilayah yang hanya difokuskan di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya dapat mengadopsi pendekatan mixed methods untuk mengukur dampak digitalisasi secara 

kuantitatif serta menggali pengalaman penerima layanan secara lebih luas. Studi komparatif lintas daerah juga 

berpotensi memperkaya pemahaman tentang variasi kesiapan SDM dalam implementasi transformasi digital. Arah 

penelitian tersebut diharapkan dapat memperkuat basis empiris bagi kebijakan nasional, sehingga ekosistem 

pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berbasis teknologi dapat terwujud secara berkelanjutan. 
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